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PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pencanangan Sensus Penduduk 2020 pada 24 Januari 2020
mengatakan bahwa validitas data merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Data yang akurat
menjadi faktor penting untuk membuat keputusan yang tepat. Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan, "Data hasil
Sensus Penduduk 2020 nantinya tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan masa kini, tapi juga membuat
proyeksi sampai tahun 2050".

Kesadaran menggunakan data sebagai basis kebijakan telah disadari oleh semua orang. Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Salah satu
pertimbangan pemerintah mengeluarkan perpres tersebut adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan
berkelanjutan.

Salah satu tujuan kebijakan Satu Data Indonesia tersebut adalah adanya satu platform yang sama terkait data mana yang
bisa dijadikan acuan yang kredibel dan akurat untuk pengambilan kebijakan, terutama oleh negara. Kita sering melihat
antarkementerian dan lembaga negara sering terlibat silang sengkarut terkait data yang akan digunakan sebagai acuan,
soal produksi beras nasional, atau terkait harga pupuk, misalnya.

Keberadaan UU tentang Statistik dewasa ini semakin penting. Namun, dengan melihat perkembangan kekinian, UU yang
sudah berusia lebih dari 20 tahun ini sudah selayaknya dilakukan revisi dan penyempurnaan. Kita tentu menyadari
kondisi saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi tahun 1997 saat UU ini disahkan. Pertama , munculnya tren
big data yang hampir semuanya sekarang ini data berbasis digital. Kedua , faktor keamanan dan kerahasiaan data yang
menjadi perhatian publik. Ketiga , munculnya profesi-profesi baru, data science , data analytic , artificial intelligence , dll,
profesi tersebut 20 tahun lalu belum ada.

Kita bisa belajar dari regulasi statistik di Eropa. Uni Eropa memiliki European Statistical System (ESS) yang menaungi
kegiatan statistik di negara-negara Eropa. Regulasi tersebut bahkan telah mengalami penyempurnaan berkali-kali, yakni
pada 2009 dan terakhir pada 2015. Regulasi tersebut mengatur panduan untuk melakukan pengembangan, produksi, dan
desimeniasi statistik negara-negara Eropa. Karena itu, revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 setidaknya juga meliputi semua
proses pelaksanaan kegiatan statistik di Indonesia di antaranya desain riset dan pengumpulan data, analisis data, dan
desiminasi data.

Selain itu, revisi UU tersebut diharapkan juga mampu memperkuat kapabilitas sumber daya periset/peneliti nasional.
Kunci industri riset terletak pada sumber daya manusia maka penguatan SDM peneliti harus di tingkatkan, baik dari sisi
teknikal riset maupun dalam konteks bisnis dan skill komunikasi. Revisi UU diharapkan mampu melindungi dan
memperkuat daya saing perusahaan dan lembaga riset nasional. Momentum revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 saat ini
menemukan momentumnya karena berbarengan Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk 2020 sangat penting bagi
Indonesia karena inilah pertama kali sensus dilakukan di tengah kehadiran Gen Z dan Milenial yang berdasarkan
data-data BPS sebelumnya jumlahnya sangat besar. Dua generasi inilah yang akan menentukan wajah peradaban
Indonesia pada 5-10 tahun mendatang.

https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik
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